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RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemeritahan yang
baik, perlu meningkatkan tertib administrasi kedinasan
melalui tata naskah dinas yang autentik, terpercaya, dan
dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan
efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul;

c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

S. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7059);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk,
pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian
yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Naskah Dinas yang Diselenggarakan Secara Elektronik adalah informasi
yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan,
yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan milik Pemerintah
Daerah yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan
nonformal yang terdiri atas Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah
Dasar Negeri, dan Taman Kanak-Kanak Negeri.

Aksara Jawa adalah aksara jawa dengan jenis Fonta Nyk Ngayogyan.ttf
dengan cakrik atau langgam yang diambil dari gaya aksara Jawa cetak
pada buku Gericke, J.F.C tahun 1847 yang merupakan fonta aksara jawa
versi unicode dan disediakan juga versi ANSI/ASCII.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Bantul.

Bupati adalah Bupati Bantul.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.
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16. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan
merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan
Pasal 3
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4
Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri
atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati; dan
c. Peraturan DPRD.

Pasal 5
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri
atas:

a. Keputusan Bupati;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD;
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
e. Keputusan Sekretaris Daerah;
f. Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
g. Keputusan Kepala UPTD.
Pasal 6
2 Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran I
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Pasal 7

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

terdiri atas:

a. surat perintah;

b. surat tugas; dan

c. surat perjalanan dinas.

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah
dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di
luar tugas dan fungsi.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari
atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan
dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8
Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9
Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
terdiri atas:
a. korespondensi internal; dan
b. korespondensi eksternal.

Pasal 10
Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a terdiri atas:
a. nota dinas;
b. memo; dan
c. disposisi.

Pasal 11

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan
sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada
bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal
Perangkat Daerah.

(2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi
kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan
arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada
bawahannya.

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ merupakan
petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak
lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.
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Pasal 12
Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I huruf C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13
(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum
dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri
atas:

instruksi;

surat edaran;

surat kuasa;

berita acara;

surat keterangan;

surat pengantar;

pengumuman,;

laporan;

telaahan staf;

notula;

surat undangan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;
. surat panggilan;

surat izin;

rekomendasi;

radiogram;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;

sertifikat;

piagam;

lembaran daerah;

berita daerah; dan

surat perjanjian.

SECeRNOT OB RTIPER MO Q0 O

Pasal 15
(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi
perintah /arahan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi

pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal
tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi
pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi
pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang
ditandatangani oleh para pihak.
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(9)
(6)
(7)
(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi
penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi
informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi
pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi
pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi
analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap
sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada
atasan.

Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hurufj merupakan catatan
yang berisi proses sidang atau rapat.

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi
undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah
Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan.

Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf | berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa
seorang pegawai telah melaksanakan tugas.

Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi
pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk
menghadap.

Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi
persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o merupakan
Naskah Dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang
tentang sesuatu hal untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan
kedinasan.

Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p merupakan
pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio Naskah Dinas dari pejabat
yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui
telekomunikasi elektronik.

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf q merupakan Naskah Dinas sebagai tanda bukti
berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan
pelatihan tertentu.

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan
Naskah Dinas yang berisi keterangan tanda bukti seseorang telah
mengikuti program/kegiatan tertentu, yang berupa penataran, kursus,
orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan
Naskah Dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah
dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau
instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t berisi
penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan
Daerah.

Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u berisi
penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan
Bupati dan Peraturan DPRD.
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Pasal 16

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi
kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum
yang disepakati bersama.

(2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
tata cara kerja sama.

Pasal 17
Susunan dan bentuk Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran I huruf E
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18
Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.
Pasal 19
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan
basah.

Pasal 20
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:
a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis;
b. aplikasi bidang kearsipan dinamis Daerah; atau
c. aplikasi pengolah kata atau data.

paraf, tanda tangan, dan stempel;
amplop dan map; dan
naskah Dinas bahasa asing.

Pasal 21
Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:
a. kop;
b. penomoran;
c. penggunaan kertas;
d. penggunaan tinta;
e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
f. penentuan batas atau ruang tepi;
g. nomor halaman;
h. tembusan;
i. lampiran;
j-
k.

p—

Bagian Kedua
Kop

Pasal 22
Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

7
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pao o

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

kop Naskah Dinas jabatan Bupati;
kop Naskah Dinas Perangkat Daerah;
kop Naskah Dinas UPTD; dan

kop Naskah Dinas Satuan Pendidikan.

Pasal 23
Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.
Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan
pelaksana harian Bupati.
Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati
Bantul dilengkapi dengan penulisan Aksara Jawa di bagian tengah atas,
serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi,
kode pos, nomor telepon, faksimile, laman, dan pos-el di bagian tengah
bawah untuk selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan.

Pasal 24
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
pejabat berwenang selain Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah atas
nama Bupati.
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat logo daerah ditempatkan di bagian kiri atas, tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan ditebalkan
(bold) dilengkapi dengan penulisan Aksara Jawa, alamat yang dilengkapi
dengan nama kabupaten dan nama provinsi, kode pos, nomor telepon,
faksimile, laman, dan pos-el di bagian tengah atas.
Kop Naskah Dinas UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c
memuat logo daerah ditempatkan di bagian kiri atas, tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul, nama Perangkat Daerah, nama UPTD yang
bersangkutan ditebalkan (bold) dilengkapi dengan penulisan aksara jawa,
alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, kode
pos, nomor telepon, faksimile, laman, dan pos-el di bagian tengah atas.
Kop Naskah Dinas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf d memuat logo daerah ditempatkan di bagian kiri atas, tulisan
Pemerintah  Kabupaten Bantul, nama Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, nama Satuan
Pendidikan yang bersangkutan ditebalkan (bold) dilengkapi dengan
penulisan aksara jawa, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan
nama provinsi, kode pos, nomor telepon, faksimile, laman, dan pos-el di
bagian tengah atas, serta logo Satuan Pendidikan yang bersangkutan di
bagian kanan atas.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 26
Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Kertas

Pasal 27
Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang
digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis HVS
(Houtvrij Schrijfpapier), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh
puluh) gram/m?2, kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah
Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan
kertas.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta

Pasal 30
(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru
tua;
c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia,
berwarna merah.
(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak
larut oleh air/tidak luntur (pigment durabrite).

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31
(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan aspek keserasian dan estetika.
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

Pasal 32
Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan
dengan menggunakan jenis huruf bookman old style dengan ukuran 12 (dua
belas).
Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah

Dinas khusus dengan menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 12
(dua belas).

Pasal 33
Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa
teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
a. akhir setiap halaman;
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak
mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam
penyusunan Naskah Dinas.
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ruang tepi atas:

1. jika menggunakan kop Naskah Dinas, 2 spasi di bawah kop; dan

2. jika tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 cm dari tepi atas kertas;
b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 cm dari tepi kiri kertas; dan
d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 35
Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada
Naskah Dinas menggunakan angka arab.
Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yang memiliki
jumlah halaman lebih dari 3 (tiga) lembar dapat dilengkapi dengan
pemberian nomor halaman.
Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah
atas secara simetris mulai halaman kedua dengan membubuhkan tanda
hubung (-) sebelum dan setelah nomor.

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 36
Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan
kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu
mengetahui isi surat.
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(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya
ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada
pejabat yang diatasnamakan.

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya
ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati,
disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya
ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak
memerlukan tembusan.

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian
kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak
diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan,
arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 37

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani
oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.

(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

(3) Contoh lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38
Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan
singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,
redaksi, dan pengetikan.

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

(3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat di bawah pejabat
penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani Naskah Dinas tidak memerlukan paraf.

(5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat
Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh
pejabat yang berwenang.

(6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan
dinas dibubuhkan pada lembar pertama sebelah kiri tanda tangan.
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Pasal 40

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a
merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam
bentuk matriks.

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala
Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur rumah sakit umum harus
diparaf terlebih dahulu oleh paling banyak 3 (tiga) orang pejabat secara
berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi,
dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir sebelah kiri
tanda tangan.

Pasal 41
(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b
merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang
terlibat pada setiap unit kerja yang berbentuk matriks.
(2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh
unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang pada lembar terakhir sebelah kiri tanda tangan.

Pasal 42
Format paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tercantum dalam
Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 43

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas
penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan
informasi.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tanda tangan basah; atau
b. Tanda Tangan Elektronik.

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 44
(1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas.
(2) Tanda Tangan Elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam elektronik.

Pasal 45

{3 Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan
dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan,
Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan
gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan.

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, Wakil Bupati,
dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan
pangkat/golongan.
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(4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara,
pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar,
nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

(5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian
Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan
pangkat/golongan.

Pasal 46

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode
quick response dan/atau spesimen Tanda Tangan Elektronik yang disertai
nama pejabat penanda tangan dan nama jabatan;

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada
pihak yang berhak tanpa harus dicetak;

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melalui:

1. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis;
2. aplikasi bidang kearsipan dinamis Daerah;
3. media daring; atau

4. media luring; dan

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara
sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 47
(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah
Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 48
Stempel terdiri atas:
stempel jabatan Bupati;
stempel Perangkat Daerah;
stempel UPTD;
stempel Satuan Pendidikan; dan
stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pao T

Pasal 49
Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran I huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Amplop dan Map

Pasal 50
(1) Amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k
terdiri atas:
a. amplop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah:
c. amplop Naskah Dinas UPTD; dan
d. amplop Naskah Dinas Satuan Pendidikan.
(2) Bentuk amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian
Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
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(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas
dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai
dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a menggunakan kertas warna putih.

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, Amplop Naskah Dinas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dan Amplop Naskah Dinas Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan kertas warna coklat.

Pasal 51

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat
tujuan.

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati Bantul
dilengkapi dengan penulisan Aksara Jawa, alamat yang dilengkapi dengan
nama kabupaten dan nama provinsi, kode pos, nomor telepon, faksimile,
laman, dan pos-el di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas
jabatan Bupati;

b.logo daerah ditempatkan di bagian kiri atas, tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan
ditebalkan (bold) dilengkapi dengan penulisan Aksara Jawa, alamat yang
dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, kode pos, nomor
telepon, faksimile, laman, dan pos-el di bagian tengah atas untuk amplop
Naskah Dinas Perangkat Daerah;

c. logo daerah ditempatkan di bagian kiri atas, tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul, nama Perangkat Daerah, nama UPTD yang
bersangkutan ditebalkan (bold) dilengkapi dengan penulisan aksara jawa,
alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, kode
pos, nomor telepon, faksimile, laman, dan pos-el di bagian tengah atas
untuk amplop Naskah Dinas UPTD; atau

d. logo daerah ditempatkan di bagian kiri atas, tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul, nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan, nama Satuan Pendidikan yang
bersangkutan ditebalkan (bold) dilengkapi dengan penulisan aksara jawa,
alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, kode
pos, nomor telepon, faksimile, laman, dan pos-el di bagian tengah atas,
serta logo Satuan Pendidikan yang bersangkutan di bagian kanan atas
untuk amplop Naskah Dinas Satuan Pendidikan-

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara
tulisan Pemerintah Kabupaten Bantul dan tulisan nama Perangkat
Daerah/UPTD/Satuan Pendidikan adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf
Arial.

Pasal 52

Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53
(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
a. map Naskah Dinas jabatan;
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah;
c. map Naskah Dinas UPTD; dan
d. map Naskah Dinas Satuan Pendidikan.
(2) Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah Dinas dapat disesuaikan dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 54
Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
. map Naskah Dinas Bupati;
. map Naskah Dinas Sekretaris Daerah;
. mas Naskah Dinas Perangkat Daerah;
. map Naskah Dinas UPTD; dan
e. map Naskah Dinas Satuan Pendidikan.
Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati Bantul
menggunakan huruf Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan
pada bagian tengah atas secara simetris.
Map Naskah Dinas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b memuat lambang daerah, tulisan Pemerintah Kabupaten Bantul,
dan tulisan Sekretaris Daerah menggunakan huruf Arial dengan ukuran
disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
Map Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ memuat paling sedikit lambang daerah, tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul, dan nama Perangkat Daerah dengan ukuran disesuaikan
dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
Map Naskah Dinas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
memuat paling sedikit lambang daerah, tulisan Pemerintah Kabupaten
Bantul, nama Perangkat Daerah, nama UPTD yang bersangkutan dengan
ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara
simetris.
Map Naskah Dinas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e memuat paling sedikit lambang daerah, tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul, nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, nama satuan Pendidikan yang
bersangkutan dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian
tengah atas secara simetris.

00 oD

Pasal 55

Bentuk dan susunan map Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

54

tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)
(2)

Bagian Ketiga belas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 56
Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada
format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 57

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

a.

penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
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b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan
akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
2. pemberian nomor seri pengaman (security printing) untuk Naskah Dinas
dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia.

Pasal 58
Pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik aplikasi umum bidang
kearsipan dinamis dan aplikasi bidang kearsipan dinamis Daerah memuat fitur
pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 59
Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:
a. sangat rahasia;
b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

Pasal 60
Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
diatur disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 61
(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia,
rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka
diberikan kepada pihak terkait

Pasal 62
(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat
pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas amplop
Naskah Dinas.
(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia
dan rahasia, menggunakan amplop rangkap 2 (dua).

Pasal 63
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi
tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 64

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan menggunakan
tinta warna merah;

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan tinta warna
merah;

c. Naskah Dinas penting diberikan kode ‘I’ dengan menggunakan tinta hitam;
dan

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan menggunakan tinta hitam.
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Pasal 65
Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk
menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 66
Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 67

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban,
dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati berlaku mutatis
mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan
pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan Naskah Dinas
tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68
(1) Pejabat  Pemerintah  Daerah  dapat melimpahkan  kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 70

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara
mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan
mendistribusikan ke unit pengelola;

b. wunit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan
arahan pimpinan; dan

C. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.
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Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 71
(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada
masing-masing unit kerja; dan

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata
usaha dan unit pengelola.

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak
luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.

(3) Dalam rangka mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat
menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama
jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju.

Bagian Keempat
Kecepatan Proses Pengurusan Naskah Dinas

Pasal 72
(1) Kecepatan proses pengurusan Naskah Dinas terdiri atas:
a. amat segera/kilat, dengan batas waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
jam setelah Naskah Dinas diterima;
b. segera, dengan batas waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat)
jam setelah Naskah Dinas diterima;
c. penting, dengan batas waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat)
jam setelah Naskah Dinas diterima; dan
d. biasa, dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Naskah
Dinas diterima.
(2) Penulisan tingkat kecepatan proses pengurusan Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada sifat surat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73
(1) Pembinaan Tata Naskah Dinas dilaksanakan oleh:
a. unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata
laksana; dan
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kearsipan.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas pada pencipta arsip
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kearsipan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyesuaian Tata Naskah Dinas
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini
diundangkan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72); dan

b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata
Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 111),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ...NOMOR

19
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS

A. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas Penetapan

1. Contoh format Keputusan Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

| Nama Perangkat Daerah dengan aksara Jawa
l'-.. ~ .,-[ Jalan .....[nomor), ... (lota), ...(kabupaten), ...[provinisi) ... (lkkode pos)
N? Telepon ....coevevvvveennen. ; Faksimile ...cocoeevereeevinnnnnnn.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (JUDUL KEPUTUSAN)

SERKRETARIS DAERAH KABUPATEN EANTUL ,

Menimbang oA bARWA ;

b. damn SeterUSnya oovvcvvcecee e eeeeceeeaaes ;
Mengingat S .

2. dan SeterlISnya. o e e ;
Memperhatikan @ 1. oo eie e e e e e e e enean]
{jika diperlukan) 2. dan SetertISnYA. coovei e eee e ceeie e eaeenen)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG....
KESATU
KEDUA
KETIGA (dan :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
seterusnya)

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA (tanpa gelar dan NIP)
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2.

‘.

Contoh format Keputusan Kepala Perangkat Daerah (jika hanya
diperintahkan/diamantkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH
Nama Peranglkat Daerah dengan aksara Jawa

1-., @ Jalan ..... (nomor), ... (kota), ...[lkabupaten), ...[provinsi) ... (lkkode pos)
ey Teleporl wviinieinn ; Faksimile ..ooovvvvevviveneinnnnnns
Lamarn ...coecevivevvnrraneninsncennnes 1 POSEL i e

KEPUTUSAN KEPALA ... ([NAMA PERANGEAT DAERAH,)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (JUDUL KEPUTUSAN)

KEPALA ... [NAMA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang A, DARWA ..o
D, dan SeterlISNTA i rerrnren e reaane ;

Mengingat .
2. dan SeterlSIITE. oo eie e eecieareeneaenas :

Memperhatikan L e e

(jika diperlukan) 2. dan SeterIBITa. oo viree e eeeeee e eenes :

MEMUTUSEAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPATLA ....... TENTANG.....

KESATU

KEDUA

KETIGA (dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

seterusnya)

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA ... (NAMA PERANGKAT DAERAH,),

NAMA (tanpa gelar dan NIP)
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3. Contoh

format Keputusan Kepala UPTD

‘.

(jika

hanya

diperintahkan/diamantkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan)

/”“\,\ PEMERINTAH KAEUPATEN BANTUL
{ \ NAMA PERANGEAT DAERAH
; %) NAMA UPTD
3 @i! Nama UPTD dengan aksara Jawa
L'\--—-/'J Jalan .....[nomor), ... [kota), ...[kabupaten), ...[provinsi) ... [kode pos)
Telepon vvvneennnne) Faksimile o,
Lamar «ovovvevrevnnnnennnmnasninnrees) POBEEL ottt csn e sinnnnanns
KEPUTUSAN KEPALA UPTD ... (NAMA UPTD)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
................ (JUDUL KEPUTUSAN]
KEPALA UPTD ... (NAMA UPTD),
Menimbang HE - T o T 1 = T :
b. dan SetertSya oo e raa i eas
Mengingat R ;
2. dan SeterMISTa. .covv s e rasns :
Memperhatiltan @ L. oo s s s e :
(jika diperlukan) 2. dan SETETUISIIV A o e e e aemrearanierneennmrnenans ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD.....TENTANG.........
KESATU
KEDUA
KETIGA [dan Keputusan ini mulai berlalku pada tanggal ditetapkan
seterusnya)
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA UPTD... (NAMA UPTD),
NAMA (tanpa gelar dan NIP)
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B. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas Penugasan

1. Contoh format Surat Perintah (yang ditandatangani Bupati)

]

BUFPATI BANTUL

s
-:'LT? LHLET ST 7 a1 ?
. asyy o

SURAT FERINTAH

WOMOR

Menimbang DA Al WA e ;
b. bahwa.

Dasar S :
2. 3

Memberi Perintah

Kepada e ;
B e -
B e -

Untule S ;
e e ;
e e e e e :

4. Dan seterusnya

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Bupati Bantul

MAMA (tanpa gelar |

Telepon (0274) 367309; Faksmile [0274) 365078
Laman www bantullkab goid; posel bupastigbantullab goid

Jalan Eobert Wolter Monginzidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimews Yogyvalkarta 55711
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2. Contoh format Surat Perintah (yang ditandatangani Sekretaris

Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DERAH
qma?;ﬂm 'TT i E?(‘ ‘T'!.::‘

hE gﬁf' Jalan Fobert Wolter Menginsidi Nomor 1 BEantul, Bantul, Daerah Istimews Yogyakarta 55711
ey Telepon [0274) 36T508; Faksmile [[2-2"4] 363078
Laman www.setda bantullab . go. 1-:1 posel setda@bantulkab. go.id

SURAT PERINTAH

MOMOR ..

Menimbang Toa bah R s ;
LT T L :

Dasar T L e e—————— ;
e e e

Memberi Perintah

Kepada T L e :
B e ;
P ;
4. Dan seterusnya

Untuk S S :
e :
e :

4. Dan seterusnya

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Seloretariz Daerah

NAMA [tanpa gelar |
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3. Contoh format
Daerah)

‘.

Surat Perintah (yang ditandatangani Kepala Perangkat

Telepor ..ooeeeeeeeeees s Faksimile ...

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEAT DAERAH
Nama Peranglkat Daerahl dengan skssra Jawa
(nomaor), ... (kota), ...(kabupaten), _..[provinsi) ... (kode pos)

Menimbang

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH
NOMOR ..

4. Dan seferisnya

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Nama Jabatan

WAMA |dizertsi gelar |
Pangkat/golangan
NIP
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4. Contoh format Surat Tugas (yang ditandatangani Bupati)

BUFATI BANTUL
el:? wrasham 0 g

i3/
SURAT TUGAS
NOMOR ..
LT - e
MEMEEREINTAHEAN
Kepadsa c 1 MNama D
Pangkat/gol ¢
NIP e e
Jabatan e
2 MAIMA L e
Pangkat/gol ¢
NIP e e
Jabatan e
3 MAMA L e
Pangkat/gol ¢
NIP e e
Jabatan e
Untulc o S :
D e :
K :

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Bupati Bantul

MNAMA (tanpa gelar |

Jelan Fobert Wolter Monginzidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarts
55711 Telepon [0274) 367309; Faksmile (0274] 368078
Laman www. bantulkab goid; pozsel bupstigbantullesb goid
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5. Contoh format Surat Tugas (yang ditandatangani Sekretaris Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETAI}IAT DEEAH
TAAKTY N TI LN TP

Al

| Jamlaw Rabert Woltar Mongingidi Nomor 1 Eantul, Bantul, Deereh [simewa Yogyekarta SS711
Talapon |EI2‘.74| SETECS: Pakemila [032 F-1-| FEI0TE
Laman www.retda. bantulkab goid; pooel setdafbantulkab. go.id

SURAT TUGAS
HOMOR e
Crazar e et e s e e e n e nn e
MEMERINTAHEAN
Eepada : 1 Nama D e rmteearma e -
Pangleatfzol et e -
WIF e emen e ans
Jabatan D e rmteearma e -
2 MNama et e -
Panglat /=0l D et
WIF e emem e en e anas
Jabatan et e -
3 HNama D et
Pangleat fzol e e
KIF T e en e anes
Jabatan D et
Untulk T et e .
B e e e e o e e e e i

Tempat, Tangeal Bulan dan Tahun
Selkretaris Dasrah

NANA [tanpa gelar |
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6. Contoh format Surat Tugas (yang ditandatangani Kepala Perangkat

Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEKAT DAERAH
HNama Perangkat Daerah dengan sksara Jawa

..... (nomor], ... (kota), .. (leabupsaten], . [provinsi] ... (kode pos)
Telepor oo ;Faksimile ... ...
Laman .o sPosel e

Dasar

Kepada

Untul

SURAT TUGAS
NMOMOR .

MEMERINTAHEAN

1 Nama
Panglkat/ gol
NIFP
Jabatan

2 Nama
Panglkat/ gol
NIFP
Jabatan

2 Nama
Panglkat/ gol
NIP
Jabatan

[Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
WNama Jabatan

WAMA [dizertai gelar |
Panglkat/ gelangan
NIP
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7. Contoh format Surat Perjalanan Dinas

PEMERINTAH KEABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEAT DAERAH
MNama Peranglkat Daerah dengan sksara Jawa
..... (nomor], ... (kota), ...(lkabupsaten], ...[provinsi] ... (kode pos|

Telepor coveeee e s Faksmmile ..o
Lamarn oo sPosal
Lembar ke
Eode Mo, & e
Momor

SURAT PERJALANAIN DINAS [SFD)

Peajabat Pembuat Komitmen

2 | Nama/NIF Pegawsal vang
melalk=anakan perjalanan dinas

3 | & Pangkat dan Golongan
b. Jabatan/Instansi b.
o. Tingkat Biaya Perjalanan Dinss | c.

4 | Makszud Perjalanan Dinas

Alat anglut yang diperpunalkan

a. Tempat berangkat
b. Tempat Tujuan

|

a. Lamanya Perjalanzn Dinas

T op| T op

b. Tanggal berangksat
c. Tangeal haruz kembali/tha di | c.

tempat baru *|

8 | Pengilut: Nama Tanggzl Lahir Heteranpgan

2
3.
4.
5

9 | Pembebanan Anggaran
a. Instansi

b. Alan b.

10 | Keterangan lain - lain

£

coret yang tidak perlu

Dikelunarkan da ...

Pengsuna Angparan/Kuasa
Pengsuna Angeearan
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| Berangkat dan
{Tempat Kedudukan)
Ko R
Pada Tanggal -Jr——
Kepala
MIP
(1. Tibadi Beranghkat dar JP—
Pada Tanggal @ ... K S
Kopala Pada Tanggal
Kepala
N R [ PSR TRT ]
MIP MIP
. Tibadi Borangkat dan
Pada Tanggal Ke e
Kepala Fada Tanggal
Kapala
[P J [ —— )
NIP MNIP
., Tibadi 0000 i Berangkatdan 0 - ...
Pada Tanggal Ko
Kepala Pada Tanggal
Kepala
Lo ] foeeeeeee e e ]
MIP MIF
V. Tiba di Beranghkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala 0000 @ . Pada Tanggal — © ...
Kapala
HIP MNIF
Vl. Tibadi Telah diperiksa, dengan ketarangan
Pada Tanggal @ :© ... bahwa perjalanan tersebut diatas
Kopala benar dilakukan atas perintahnya dan
samala-mata uniuk kepentingan
[oveieieeieiisiesesensns jabatan dalam waktu yang sesingkat-
MIP singkatnya.
Vil | Catatan Lain-Lan
Will. | PERHATIAN:
PPK yang menérbitkan SPD, pegawai yang melakukan peérjalanan dinas, para
pejabal yang mengesahkan tanggal berangkatlltiba, serla bendahara pengeluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraluran-peraturan Koeuvangan Negara apabila
negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
Penggruna Anggaran, Kuasa
Pengguna Angggaran
[acemiimnimaiiainn s caa s e e ]
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C. Susunan dan bentuk Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Contoh format Nota Dinas

..... (nomaor], .. (kota), ...(labupaten)|, ... [provinsi) ... (kode pos)
Telepor coeeee e s Falesimile oo
Lamsar «ovee e e sPosel e

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGKAT DAERAH
Nama Peranglat Daerah dengan sksara Jawa

NOTA DINAS

Nama Jabatan,

MNama [disertai gelar|
Pangkat/Geolongan
NIP

31



[Type here]

2. Contoh format Memo (yang ditandatangani Bupati)

%

BUPATI BANTUL

2
'L":-'? wLaasn x"UTp'I ;Eﬂ T} "1,?

MEMO

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Bupati Bantul

NAMA (tanpa gelar |

Jalan Fobert Wolter Mongin=idi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
53711 Telepon (0274) 367509; Faksmile (0274) 368078
Laman www.bantulkab go.id; posel bupatigbantulksb go.id
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3. Contoh format Disposisi

= PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEAT DAERAH
Mama Perangkat Daersh dengsn sksars Jaws
..... [nomor], ... (kota), ... lkabupaten), ...[provinsi) ... (kode pos)
Telepor .o ; Faksimile ...

LEMBAR DISFPOSISI

Surat dan Diterima Tgl
Mo, Agenda
Ma. Surat : Sifat :
Tal. Surat O Sangat segera [0 Segera O Rahasia
Ferihal
Diteruskan kepada Sdr.: Dengan hormat harap:
O [0 Tanggapan dan Saran
O . O Prases lebif lanjut
O R R [ Koordinasi'konfirmasikan
Dan seterusnya .......... [
Catatan -

Mama Jabatan,
(Paraf dan tanggal)

Mama

Catatarn:
Format lembar disposisi dapat menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai arsip.
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D. Susunan dan bentuk Naskah Dinas Korespondensi Eksternal (Surat
Dinas)

1. Contoh format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI BANTUL

o
-:1?'? LAENCT MT Ol I;f
. sy <

Tanggal, Bulan dan Tahun

Yth. e e e e e e e e e e

Bupati Bantul

NAMA (tanpa gelar |

Jalan Fobert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
553711 Telepon (0274) 367309; Fak=mil= (0274) 368078
Laman www.bantulkab goid; posel bupstigbantulkab go.ad

34



[Type here] % \j

2.  Contoh format Surat Dinas yang ditandatangani Sekretaris Daerah

atas nama Bupati

PEMEEINTAH KEABUPATEN BANTUL
)0
A&l ’ﬂﬁgmm wIaamga 0 nuy
s _ oy <
Tanggal, Bulan dan Tahun
Momor e
T -
Lampirar oo e e e e e
Hal o
-«
di
a.n. Bupati Bantul
Seloretaris Dasrah
MAMA (tanpa gelar dan NIP )
Tembusan :
Bupati Bantul
Jalan Fobert Wolter Monginzidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55711 Telepon [0274) 367309; Fak=mile [(0274) 3680758
Laman www.bantulkab. go.id; posel bupatifbantulksb. go.ad
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3. Contoh format Surat Dinas yang ditandatangani Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
EEKRET.&E]AT DERAH
apasdGRIT T IS T

.

Talapom [0274] 367305; Pakomila [0274| 383073

Laman Tww Eetda. antulkab. goid; poosl setdaibantulkeh._go.id

| Jalan Robart Wolter Mongingidi Homaor 1 Santul, Bantul, Dasrah [stimewa Yogyekarta 53711

Tamgezal, Bulan dan Tahun

HOmor e r e e——emme—ee e e e ————
BATAL i e ———
Lampiram e s
o R
-
di
Sekretaris Daerah
Wama (tanpa gelar dan HNIF)
Tembuzan :
2. - -
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4. Contoh format Surat Dinas yang ditandatangani atas nama Sekretaris

Daerah

PEMERINTAH KABUFATEN BANTLUL

EEKRETAEIAT DERAH
MANKY AT TN BT T

| -l
| Jmlan Robart Woltsr Mongingidi Fomaor 1 Santul, Eaniil, Dasreah Itimewa Yogyakarts SS711
Talapon (0274 357509 Pakomila (0274 283072
Laman www-tetda. bantulkab. goid; prael satdafbantulkeb_go.id

Tamnggal, Bulan dan Tahun

MNomaor et e e et e o e et e

Sifat e e et —————

Lampiran R

Hal e e et e e e e e e

Tih. S
i

arn. Sekretariz Dasrah
AEIster e .

Nama (dizertai gelar)
Pangkat/Golonzan
NIF

Tembuzan :
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5. Contoh format Surat Dinas yang ditandatangani Kepala Perangkat

Daerah

Nt PEMERINTAH KABUFATEN BANTUL
~\ NAMA PERANGEAT DAERAH

==y Mama Perangleat Dasrah dengan alecara Jawa
) Jalan ... lmamor), ... [leota), ...leabupaten), ... [proving) ... [kode pog)

TalePom coeecvecennnnn) Falczimile e
Laman .... vemnmmmmrrne] POEEL (o e
Tangzal, Bulan dan Tahun

Maomor e e s
= -
Lampirarm  focccccccccsssssc s s e s e
Hal e s s e man
Tih. PP

di

MHama Jabatan

MNama [dizertai gelar|

FPangkat (Golongan
NIFP

Tembuzan :

2.
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6. Contoh format Surat Dinas yang ditandatangani kepala UPTD

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA PERANGEAT DAERAH
NAMA UPTD
Nama UPTD dengan aksara Jawa
[nomeor], ... (kota), ...[kabupaten), ...[provinsi] ... (kode pos)
Teleporl v ; Faksimile v,
Lamat e : Pozel
Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor
Sifat PN
Lampiran
Hal
Yth.
di
Nama Jabatan
Nama (disertai gelar|
Pangkat /Golongan
NIP
Tembusan :
1..
2.
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E. Naskah Dinas Khusus

1. Contoh format Instruksi

%

BUPATI BANTUL

|
[] = { [ s i f I
1."? LAEn L"?’?Itﬁ_!i: T'rt.;:,l'

INSTRUEKSI BUPATI BANTUL
MNOMOE ...TAHUIN ...

TEWNTANG
Dzlam rangka ...
dengan ini menginstruksikan :
Kepada OSSO
Untuk
KESATU
KEDUA
KETIGA : dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bupati Bantul

NAMA (tanpa gelar |

Jalan Fobert Wolter Mongin=idi Nomeor 1 Bantul, Bantul, Dasrah Istimewa Yogyakarts
55711 Telepon (0274 367509; Faksmile (0274] 368078
Laman www. bantullkab poid; posel bupatighbantulleab goid
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2. Contoh format Surat Edaran

L

BUPATI BANTUL
[ ]
elr? ARTICN 1 L
| J_Hf!l "y
Yihe 1o :
2 e ;
B e :
SURAT EDARAN
NOMOR ... TAHUN ......
TENTANG

Ditetapkan di.. ..o
Pada Tanggal .. ...
Bupati Bantul

MAMA (tanpa gelar |

Jalan Fobert Wolter Mongin=idi Nomor 1 Bantul, Bantul, Diaerah Istimewa Yogyakarts
53711 Telepon (0274) 367309; Faksmile (0274) 368078
Laman www. bantulkab goid; posel bupsti@hbantullab go1d
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3. Contoh format Surat Kuasa (yang ditandatangani Bupati)

%

BUPATI BANTUL

a
-:'L?'? LAsEm ﬂi-“?’l'l ;tﬂ T'rt. 'i;. :,l

SURAT EUASA
O O s

Yang bertandatangan dibawah ini :

nama T e e e e e e e ee et e et mnae e e menemnnan s
jabatan : Bupati Bantul
Alamat : Jalan Reobert Wolter Monginsidi Nomer 1 Bantul

memberi kuaza kepada

Surat Kuasa ind dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Penerima Kuasa, FPemberi Kuasa,
Wama Jabatan, Bupati Bantul,
WNama |(disertad gelar) Nama (tanpa gelat)
Panglat/Golongan

HIP.

Jalan Fobert Wolter Monginszidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Diaerah [stimewa Yogyakarts
55711 Telepon (0274) 367509; Faksmile [0274) 368078
Laman www.bantulkab go.id; posel bupahgbantulksb go.id
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4. Contoh format Berita Acara

o '

,.._,_

--l £ L 1

&

1K 2
.

PEMERINTAH KAEUPATEN BANTUL

. NAMA PERANGKAT DAERAH
) Nama Perangkat Daerah dengan aksara Jawa
' Jalan .....[nomor], ... (kota), ...[kabupaten), ...[provinsi] ... (kode pos)
e Teleport ..covvveeencannnne.) Faksimile o
LAMIAT cvaivvrrrranasnrnrmnnssnssnneent POBEL it er e

EERITA ACARA

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ..., tahun ..., kami masing-masing:

1. ... [memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) yang
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. ... (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat] yang
selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ... untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di cvvecviiiinnnnn
Pihalz Kedua Pihal Kezatu
Nama Nama
Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan
NIP. NIP.
Mengetahui/Mengesahlkan

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.
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5. Contoh format Surat Keterangan (yang ditandatangani Bupati)

BUPATI BANTUL

o
-:1.?!2 LAET AT M7 .ﬂﬂ.?
y LY/

SURAT EETERANGAN
L L

Yang bertandatangan dibawah ini :
nama oo emeeeeeeoeanna

jabatan : Bupati Bantul

dengan ini menerangkan bahwa :

nama T oo eaaannas
NIP O
pangkat/Eologan & e
jabatan T e e e e meea s emeaemmeeemn e emneeanes

dan seterusnya

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Bantul,

Nama (tanpa gelar)

Jalan Fobert Wolter Monginzidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
53711 Telepon (0274} 367309; Faksmile [0274) 368078
Laman www.bantulkab. go.id; posel bupstigbantulksb go.1d
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6. Contoh format Surat Pengantar

/"’“‘\\ PEMERINTAH KABUPATEN BEANTUL
S\ NAMA PERANGKAT DAERAH
| j Nama Perangkat Daerah dengan altsara Jawa
L S Jalan ... [nomor], ... (kota), ... kabupaten), ...(provinsi) ... (kode pos)
s Telepotl .vveeerieereeennnn Falesimile e
o LAman cveresesrenvesrsnsnnnes: POSEL viiiiniiirsernassiarsamennes
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
o o R
di
SURAT EETERANGAN
NOMOR .o ra s s e
No. Naskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan
vang Dikirimkan
Diterima tanggal ....covviviininvninnncanan
Penerima Pengirim
Nama Jabatan Nama Jabatan
Nama Nama
Pangkat/Golongan Pangkat /Golongan
NIP. NIP,
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7. Contoh format Pengumuman (yang ditandatangani Bupati)

BUPATI BANTUL

s
[ =4 'k [fery T Y
1._? L ’lﬂ?fﬂdtﬂ '?:L ;?

PENGUMUMAN
M O

Bupati Bantul,

Nama (tanpa gelat]

Jalan Fobert Wolter Monginzidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Diaerah Istimewa Yogyaloarts
55711 Telepon [0274) 3673509; Faksmile [(0274] 383078
Laman www. bantullab go.id; posel bupatigbantullsb go.id
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8. Contoh format Laporan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEKAT DAERAH
MNama Peranglkat Daersh dengan akzaras Jawa

..... [nomor], ... (lkota), .. (kabupaten], . [provinsi) ... (kode pos)
Telepors oo s Falesimile o
Lamsar oo sPosal e
LAPORAN
TEWNTANG

. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

. Kepiatan yang dilak=anakan

. Has=il yang dicapai

. Kezimpulan dan Saran

. Penutup

Dibuat di S
Pada tanggal T eeee e aaan
Wama Jabatan,

Nama |dizertai gelar)
Pangkat/Geolongan
NIP.
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9. Contoh format Telaahan Staf

PEMEERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEAT DAERAH
Mama Perangkat Daerah dengan sksara Jawa

..... (nomor|, ... (kota), ... [(lkabupsaten), ... [provinszi) ... (kode pos)
Telepor .o ; Faksimile ...
Lamar oo s Posal

TELAAHAN STAF

I. Per=zoalan.

II. Praanggapan.

III. Fakts-Fakta yang mempengarubi

I'v. analisis

V. Kesimpulan

V1. Saran

MNama Jabatan,

Wama (dizertzd gelar]
Panglat/Golongan
NIP.
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10. Contoh format Notula

r(""‘“\ PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
[&7=N NAMA PERANGKAT DAERAH
) MNama Perangkat Daerah dengan aksara Jawa
L S/ Jalan ... (nomor], ... (kota], ...[kabupaten), ...(provinsi) ... (kode pos)
N’ Telepofl venireennennnnns Faksimile oo,
" [T R = - -1

NOTULA
Sidang/Rapat N
Hari/Tanggal N
Surat Undangan N
Waltn Sidang/ Rapat & i s e e e e
Acara N

2. dan seterusnya

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua L et ar e e e e R e e e e e e e ra e e ra R e e e e e e e ra e ran e
Sekretaris L et ar e e e e R e e e e e e e ra e e ra R e e e e e e e ra e ran e
Pencatat L et ar e e e e R e e e e e e e ra e e ra R e e e e e e e ra e ran e
Peserta Sidang/Rapat 1 1. .o i e e s e e

2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan sidang/rapat)

Pimpinan Sidang/Rapat
Nama Jabatan,

Nama (disertai gelar|
Pangkat/Golongan
NIP
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11.

Contoh format Surat Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEAT DAERAH
Mama Peranglkat Diaerah dengan sksara Jawa

..... (nomor], ... (kota), ...[lkkabupaten], _..[provinsi] ... (kode pos)
Telapor oo s Faksimles
Lamar . e sPosal e

MNomor

Sifat

Lampiran

Hal : Undangan

MWama Jabatan,

Wama |(disertai gelar)
Panglat/Golongan
NIP
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12. Contoh format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

/‘A‘\\ PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
{87y NAMA PERANGEKAT DAERAH
) Nama Peranglkat Daerah dengan aksara Jawa
L ;) Jalan ... (nomor], ... (kota), ...(kabupaten), ...[provinsi) ... (kode pos)
L‘\_ﬁ Telepotl eveeenirennnne) Faksimile s
o [ e T o U . T =1

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e e e e e e e e e e
NIP L e e ea e E e e E e re e e e e
Panglkat/Golongan T ke e e R R e EE R R e
Jabatan L e e ea e e e e e e e e

Dengan ini menyatalkan dengan sesungguhnya balvwa:

Nama U
NIP TS
Pangkat/Golongan P
Jabatan U
Yang diangkat berdasarkan Peraturafl........ocoocecieiiiiniinnnen.. Nomor .c.coeeeens.
Tahum .cooovevvivinvnnnns tentang .......coovevneeen. , terhitung .....occoevviiiinnnns telah
nyata menjalankan tugas sebagal 0 e di

Demikian surat pernyataan melaksanalkan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
berakibat kerugian bagi negara, malka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut.

Tempat, Tanggl, Bulan dan Tahun
Nama Jabatat,

Nama (disertai gelar)
Pangkat/Golongan
NIP
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13. Contoh format Surat Panggilan (yang ditandatangani Bupati)

%

BUPATI BANTUL
-:'L?? (] “lﬂ’l x’L“T-' 'il‘ﬂ' L ’5?

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Dengan itu  diminta kedatangan Saudara  di | Kantor

Demikian untuk dilalcsanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

Bupati Bantul,

Nama (tanpa gelar|

Jalan Fobert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
53711 Telepon (0274} 367309; Faksmile |DE?4] 368078
Laman www. bantulkab go.id; I:IDEEI bupstigbantulksb goid
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14. Contoh format Surat Izin (yang ditandatangani Bupati)

BUPATI BANTUL

o2
’.1.?'? LEnEm M1 ata ?
. LY/

SURAT IZIN

T T el -

[ SRR
MEMEERI IZIMN:

Kepada

MNama T e e e

Jabatan T e e e e

Alamat T e e e e

L

Ditetapkan di ................
pada tanggal ...
Bupati Bantul,

WNama [tanpa gelat]

Jalan Fobert Wolter Monginzidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewsa Yogyalkarts
53711 Telepon (0274) 367309; Faksmil= (0274) 365078
Laman www. bantulksb go.id; posel bupatighantullkab go.id
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15. Contoh format Surat Izin (yang ditandatangani Kepala Perangkat

Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NAMA PERANGEAT DAERAH
Mama Peranglkat Dizsersh dengan aksara Jawsa

..... (nomor], ... (lota), ...(leabupaten), ...[provinsi] ... (lode pos)
Teleporm oo ; Faksimile ..o
Lamars «ooee e sPosal o
SURAT IZIM
T O, e
TENTANG

I T el

= T
MEMEBERI IZIN:

Kepada

Nama T e e e e e e e e e

Jabatan T e e e e e e

Alamat T e e e

L5 1

MWama Jabatan,

Nama (disertaa gelar)
Panghkat/Golongan
NIP
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16. Contoh format Rekomendasi (yang ditandatangani Bupati)

%

BUPATI BANTUL

2
:'L-‘?ﬂ.-'l LA Brier T
.thf!: e S
REEOMENDAST e
L L -

Bupati Bantul, memberikan relomendaszi kepada :

O L A T TP
b. Jabatan (Tempat /Tdentitas e
Umntuk :

Demilkian relomendasi ind dibuat untule diperpunaloan seperlunysa.

Tempat, Tangeal, Bulan, dan Tahun
Bupati Bantul,

INama (tanpa gelar)

Jalan Faobert Wolter Mongincidi Nomor 1 Bantul, Eantul, Dasrah Iztimewa Yogyakarta

55711 Talapox [0274] 367500; Fakzmile [D274] 368078
Laman www. bantulkab. go.id; pozel bupadgbeantulkab.go.id
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17. Contoh format Radiogram

v

R TL

BUPATI BANTUL

cr
N LAEnCm aa aua
asrp e

FORMULIR BERITA
Registrasi No @ .........

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

DARI et e b f oS oo ee s e ne £ e e ne e e e g e e
UNTUK P
TEMBUSAN & i s s

KLASIFIKASI | SEGERA

MNomar
________________________________________________________________________ KMA...
....................................................................... TTK DUA
I I
...................................................... TTE KMA
BBE TTH  ciiiiiiiiiiisiiiiissis simbeis s sasasas s st et s s s am e e
...................................................... TTEEMA

CCC TTK DUMTTK HES

Tanggal waklu pembuatan.......

Wakiu Lalu Paraf
Terima | Kirim Lintas | Operator

No.Kode

Pengirim
Mama

Tanda tangan :
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18. Contoh format Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

BUPATI BANTUL
o1
-!1.:"'?_’_ wanEn ﬂ:-'??ll!‘t?gl .T'E_ ﬂ,- 'I]

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIEAN DAN PELATIHAN

NOMIOT .viienaiiennnssssss s s ansa s s s s sannnns
Bupati Bantul berdasarkan s e , dan ketentuan-ketentuannya menyatalkan bahwa :
MNama L e eme s oseees e e e o eses e esen s e senn mesesm e em s neennnnennn
Tempat/Tanggal lahir ¢ e e e e
NIP/NEP 2000000000,/ 0000
Pas Foio 8 x & Pangkat/Gol. BUAng o J e e
Jabatan SN
Instansi SN
Kualifika=i T e e e e e o
LULUS
Pada Pendidikan dan Pelatthan ................... Kabupaten Bntul yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dari tanggal ... sampal dengan ..o Varg
meliputi .

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Bantul,

Mama (tanpa gelar]
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EBagian Belakang STTFP

AGENDA PEMBELAJARAN
TEMA
Umum : [ditentukan Badan Diklat |

Khusus : |ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum  dan  izsue  aktual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala cleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Nama |dizertai gelar
Pangkat/Golongan
NIP
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19. Contoh format Sertifikat (yang ditandatangani Bupati)

v

BUPATI BANTUL

s
BT LALENET KT Tl j‘
. 1LY/

SERTIFIKAT

OO i

Bupati Bantul,

Nama (tanpa gelar)

Sebagai /Atas partisipasinya dalam . ...

vang diselenggarakan oleh ...

daritanggal _________._=sd . bertempatdi ...

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
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20. Contoh format Piagam

e %
.

BUPATI BANTUL
]
-!1.?? LAEn ﬂ,’-'ﬂl_!_m 1’}_ ri,:_r

PIAGAM PENGHARGAAN

L L L

Bupati Bantul dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama L e e et £ e et n et e
Tempat,/Tanggal lahir Tt e e e e e et ettt an e e e nnamnnemnans
NIP/NRP SRS
Jabatan T
Instansi T

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Bupati Bantul,

Nama (tanpa gelar)
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21.

Contoh format Lembaran Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
l‘f?l?JI sn ‘T? v s "ﬂg
(&)

F

@"f Jalan Robert Wolter Monginsidi 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711
Telepon (0274) 36?509 Faksimile (0274) 368078
Laman htlp:ﬂw.setda.bantulkab.go.id; Pos-el setda@bantulkab.go.id

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Nomor ... Tahun ...

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Bantul

Nomor ... Tahun ...

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bantul,

Nama (tanpa gelar dan NIF)
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22. Contoh format Berita Daerah

P PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

P L= “\_Il
1’, qma‘gm%w ne. 1y

Nﬁx Jalan Robert Wolter Monginsidi 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711
Rt Telepon (0274) 367509; Faksimile (0274) 363078

Laman http:/fwww.setda bantulkab.go.id; Pos-el setda@bantulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Nomor ... Tahun ...

PERATURAN BUPATI EANTUL/PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Bantul

Nomeor ... Tahun ...

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bantul,

Nama (tanpa gelar dan NIP)

BUPATI BANTUL,

ADBUL HALIM MUSLIH
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

A.Bentuk dan Ukuran KOP

Kop ditempatkan pada Naskah Dinas halaman pertama.
1. Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di
bawahnya bertuliskan Bupati Bantul, dengan huruf Arial berukuran
12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas
Pengaturan dan Penetapan.

b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di
bawahnya bertuliskan Bupati Bantul atau Wakil Bupati Bantul, dengan
huruf Arial berukuran 12 dilengkapi dengan penulisan aksara jawa
gagrag Ngayogyan fonta Nyk Ngayogyan.ttf. dan ditempatkan dibagian
tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan
nama provinsi, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan
Posel dengan menggunakan huruf Arial berukuran 10 ditempatkan di
bagian tengah bawah untuk Naskah Dinas selain Naskah Dinas
Pengaturan dan Penetapan.

c. dalam hal Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
atas nama Bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat
Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul dengan huruf Arial berukuran 12 dilengkapi dengan
penulisan aksara jawa gagrag Ngayogyan fonta Nyk_Ngayogyan.ttf. yang
ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris, serta alamat
yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, kode pos,
nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan Posel dengan
menggunakan huruf Arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah
bawah.
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Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati

BUPATI BANTUL
o
.mz AT mz iy

Jalan Rebert Wolter Monginsidi Nomeor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509; Faksmile (0274) 368078
Laman waw. bantulkab go.id; posel bupatifbantulkab. goid

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

WAKIL BUPATI BANTUL
WM e aa )
(7] s

S £ = 6T -1 —

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509; Faksmile (0274) 368073
Laman www. bantulleab go.id; pozel bupatifbantullab goid
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Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas

nama Bupati

KABUPATEN BANTUL
nmﬂs? wmasnea g auy

ey

--——---—- Isi Surat --—----—---

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509; Faksmile (0274) 368078
Laman www.bantulkab.go.id; posel setda@bantulkab.go.id

2. Kop Naskah Perangkat Daerah

Perbandingan huruf pada Kop Naskah Dinas antara tulisan Pemerintah
Kabupaten Bantul dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4
menggunakan huruf Arial.

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan unit kerja lain

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
- Jalan Robert Wolter Monginsidi 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711

Telepon (0274) 367509 Faksmle (0274) 368078
Laman http://www.setda.bantulkab.go.id; Pos-el setda@bantulkab.go.id
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
&J?Mﬂ?-‘?\ﬂ QEZMR{HMGJ? (K] ﬂ?MJﬂ’ fE?ﬂSﬂﬂ{n
Jalan Robert Wolter Monginsidi 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711

Telepon (0274) 36?509 Fak5|mlle (0274) 368078
Laman htlp:f'fwww_diskominfo_bantulkab_go_id; Pos-el diskominfo@bantulkab.go.id

@ Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

mmqm&amm%

Telepon (0274) 367338, Faksimile (0274) 367504
Laman http:/iwww sosial bantulkab go id; Pos-el sosial@bantulkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
e Gl LR
Jalan Jendral Sudirman 44, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711

et Telepon (0274) 367404, Faksimile (0274) 367685
: Laman http-/fwww kec-bantul bantulkab.go.id, Pos-el kec bantul@bantulkab go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS DLlNGO Il
gqmqmquaﬁmmwmqmﬂ?:gm

Pencitrejo, Terong, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711

Telepon (0274) 4355532; Faksimile (0274) 4355532
Laman hitp:/fwww.pusk-dlingo2 bantulkab.go.id; Pos-el pusk.diinge2@bantulkab.go.id
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI | KRETEK

- A - B L ]

e‘ :]II} = ‘: :f‘-" ": il.’n' ?'}'i- 1 MIaTrIre Jffn"?f 1:-_?_{.??1.[;,31]}!

']-,I i *",-r Greges, Donotirto, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55722

ﬂg} Telepon (0274) 368371; Faksimile (0274) 368371
Laman http:/fwww smpnikretek sch.id; Pos-el smpnikretek@gmail com

B BEL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DA OLAHRAGA

SD NEGERI JIGUDAN
canqun o P ay aanay

/

58 @2/ Jalan Srandakan Km 5, Triharjo, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761
g Telepon (0274) 6464894, Faksimile (0274) 64645894
Pos-el sdn jigudan@gmail.com

B.Contoh Lampiran

Pada dasarnya jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran
diberi nomor urut dengan angka Arab, dan nomor halaman lampiran
merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yang mempunyai lampiran, pada
lembar lampiran pada pojok kanan atas ditulis lampiran surat:, nomor dan
tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang.
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Lampiran 1

DAFTAR TUJUAN SURAT

Nama Jabatan,

Nama (disertai gelar)
Pangkat/Golongan
NIP
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C.Format Paraf

1. Paraf Hierarki

Contoh paraf hierarki

Paraf Hierarki

Asisten/Jabatan Tinggi Tinggi Pratama
Kabag/Administrator/JF

Kasubag/Pengawas/JF

2. Paraf Koordinasi

Paraf Koordinasi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

dst

D.Bentuk dan Ukuran Stempel

1. Bentuk /ukuran stempel

1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan,
nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan
pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8
cm; dan

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.

» Lambang Megara/Daerah
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Contoh stempel jabatan Bupati

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi tulisan
Pemerintah Kabupaten, Bantul, nama Perangkat Daerah yang
bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda
bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah
4 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah

adalah 3,8 cm; dan

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah

adalah 2,7 cm.

Pemerintah Kabupaten

2,7 cm 3,8 cm 4 cm

Lambang Daerah
Nama Perangkat Daerah
Nama Kabupaten

70



[Type here] % \j

Contoh Stempel Perangkat Daerah

3. Stempel UPT dan/atau satuan pendidikan berbentuk lingkaran berisi
nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama UPT
dan/atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan menggunakan
logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel UPT dan/atau satuan
pendidikan adalah 4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel UPT dan/atau satuan
pendidikan adalah 3,8 cm; dan

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel UPT dan/atau satuan

pendidikan adalah 2,7 cm.

---------- # Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

2,7 cm 3,8 cm 4 cm
' |
Lambang Daerah

Mama [TPT dan fatan satnan nendidikan

Nama Perangkat Daerah
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Contoh stempel UPTD

() N
Oy MEPEMUDAP‘“"x

4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas
Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat
keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop Naskah
Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada
salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada
surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi
panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat

Rahasia” dan “Rahasia”

SANGAT RAHASIA RAHASIA

5. Ketentuan Stempel
a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Bupati
dan Wakil Bupati.
b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah
adalah kepala Perangkat Daerah, kepala UPTD, dan kepala satuan
pendidikan.
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Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan
ketatausahaan pada sekretariat daerah.

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi
urusan ketatausahaan pada sekretariat Perangkat Daerah.
Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan
dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pengadaan stempel oleh masing-masing Perangkat Daerah
berkoordinasi dengan unit yang membidangi urusan

ketatalaksanaan pada sekretariat daerah.

E.Bentuk dan Susunan Amplop

1. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomeor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

%

BUPATI BANTUL
’1.7? wa ﬂ.'si.-‘:!l ﬂ."??_lfz‘s;} ”}-’7’?

Telepon (0274) 367509; Faksmile (0274) 368078
Laman www.bantulkab.go.id; posel bupatibantulkab. ge.id

Nomor

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri
di —

Jakarta
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2. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah

F.Bentuk dan Susunan Map

1. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Bupati

BUPATI
MOHON TANDA TANGAN

IR TR EIE TR TE T I T I TR T Y
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2. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIS DAERAH

3. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

Jalzn ... {nomorl, ... (kat), ...(kavupater], .. proving) .. (kads pes)
Talepon ; Fakzimila
Laman T— 1
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4. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas UPTD.

FEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMASN BANTUL I

S. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Satuan Pendidikan

|

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI I BANTUL

Jalan ... e, ... flestal, .. Jlskapsta), . fpren . fleds paz]
f —— ..
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G.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

1.

kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi

Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada

pada Bupati.

kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat

kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada

Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat

Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.

penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas

dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya
dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan
penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan
operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan
kerja di instansi masing masing.

b. Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat
memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan
penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing- masing.

c. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan

Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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JABATAN JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
DITANDATANGANI
BUPATI peraturan daerah;

NYE X ELEOT P ROTOBECRTDR MO Q0T

peraturan bupati;
keputusan bupati;
instruksi;

surat edaran;
surat dinas;

surat keterangan;

. surat izin;

surat perjanjian;
surat perintah;
surat tugas;
surat kuasa;

.surat undangan;
. surat pernyataan melaksanakan tugas;

surat panggilan;

. nota dinas;
. lembar disposisi;

pengumuman;
laporan;
rekomendasi;

. radiogram;

berita acara;

. memo;

plagam;

sertifikat; dan

surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan.
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JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA BUPATI

WAKIL BUPATI

%n. :_..B.

@00 T

Surat dinas;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;

surat perintah;
surat tugas;
surat pernyataan
melaksanakan tugas;
nota dinas;
lembar disposisi;
laporan;

k. rekomendasi; dan

memo.

o e

J.

k.

L.

=i B N B W ol o

. surat edaran;
. surat dinas;

surat keterangan;

. surat perintah;

surat izin;
surat perintah;
surat tugas;

. surat pernyataan

melaksanakan tugas;
nota dinas;

lembar disposisi;
pengumuman;
radiogram;

m. berita acara;

n.
0.

piagam; dan
sertifikat.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI
SEKRETARIS | a. Keputusan Sekretaris Daerah | a. keputusan;
DAERAH b. surat dinas b. surat edaran;
c. surat keterangan; c. surat dinas;
d. surat izin; d. surat keterangan,;
e. surat perintah; e. surat izin;
f. surat tugas; f. surat perintah;
g. surat perjanjian; g. surat tugas;
h. surat perjalanan dinas; h. surat perjanjian;
i. surat kuasa; i. surat undangan;
j.- surat undangan,; j. surat pernyataan
k. surat pernyataan melaksanakan tugas;
melaksanakan tugas; k. surat panggilan;
l. surat panggilan; l. nota dinas;
m.nota dinas; m.pengumuman;
n. lembar disposisi; n. radiogram;
o. telaahan staf; 0. berita acara;
p. pengumuman; p. piagam,;
q. laporan; q. sertifikat; dan
r. rekomendasi; r. surat tanda tamat
s. surat pengantar; pendidikan dan
t. lembaran daerah; pelatihan.
u. berita daerah;
v. berita acara;
w. notula;
X. Mmemo;

y. daftar hadir; dan
z. sertifikat.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN a. nota dinas; a. surat dinas;
b. lembar disposisi; b. surat keterangan;
c. telaahan staf; c. surat perintah;
d. laporan; d. surat tugas;
e. surat pengantar; e. surat perjalanan
f. notula; dan dinas;
g. memo. f. surat undangan;
g. surat panggilan;
h. nota dinas;
i. laporan;
j.- surat pengantar; dan
k. daftar hadir
JABATAN DALAM JABATAN
STAF AHLI a. telaahan staf;

b. laporan;
c. nota dinas.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KETERANGAN
BUPATI
KEPALA a. Keputusan; a. keputusan; -Kepala Perangkat Daerah
PERANGKAT | b. surat dinas; b. surat edaran; | atas nama Bupati
DAERAH c. surat keterangan; | c. surat dinas; menandatangani Naskah
d. surat perintah; d. surat Dinas dalam bentuk susunan
e. surat izin; keterangan; produk hukum Keputusan
f. surat perjanjian; e. surat Bupati berupa penetapan dan
g. surat tugas; perintah; pengaturan teknis
h. surat perjalanan f. surat operasional substansi
dinas; undangan; instansi.
i. surat kuasa; g. sertifikat; dan |- Penandatanganan Naskah
j- surat undangan; h. pengumuman | Dinas oleh Kepala Perangkat
k. surat pernyataan Daerah atas nama Bupati
melaksanakan berupa surat edaran hanya
tugas; terkait pengaturan teknis
l. surat panggilan; operasional substansi
m. nota dinas; instansi.
n. lembar disposisi; - Untuk Setwan dapat
o. telaahan staf; menanda tangani semua
p. pengumuman; Naskah Dinas sesuai dengan
q. laporan; kewenangan Kepala
r. rekomendasi; Perangkat Daerah kecuali
s. Dberita acara; sertifikat.
t. memo; - Khusus untuk Kepala
u. daftar hadir; dan Perangkat = Daerah  yang
v. sertifikat membidangi urusan
pendidikan dan pelatihan
juga dapat menandatangani
radiogram, piagam, surat

tanda tamat pendidikan dan
pelatihan atas nama Bupati.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA BAGIAN a. surat dinas; a. surat dinas;
PADA SEKRETARIAT | b, surat keterangan; b. surat keterangan;
DAERAH c. surat perintah; c. surat perintah;
d. surat izin; d. surat undangan;
e. surat perjanjian; e. sertifikat;
f. surat tugas; f. pengumuman
g. surat perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j.- surat pernyataan
melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m.lembar disposisi;
n. telaahan staf;
0. pengumuman;
p. laporan;
q. rekomendasi;
r. berita acara;
S. memo;
t. daftar hadir; dan
u. sertifikat.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS a. surat dinas; a. surat dinas;
PERANGKAT b. surat keterangan; b. surat keterangan;
DAERAH c. surat perintah; c. surat perintah;
d. surat kuasa; d. surat undangan;
e. surat undangan; e. nota dinas;
f. nota dinas; f. laporan; dan
g. lembar disposisi; g. daftar hadir
h. telaahan staf;
i. laporan;
j- memo; dan
k. daftar hadir.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
PERANGKAT KETERANGAN
DAERAH
KEPALA a. surat perintah; a. surat dinas; Penandatanganan
BIDANG b. nota dinas; b. surat keterangan; | surat dinas untuk
c. lembar disposisi; surat perintah; komunikasi eksternal
d. telaahan staf; c. nota dinas; dan diutamakan untuk
e. laporan; dan d. daftar hadir dilakukan oleh
f. daftar hadir. Sekretaris Perangkat
Daerah.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
PERANGKAT KETERANGAN
DAERAH
PANEWU a. Keputusan; a. Keputusan; dan Naskah Dinas
b. surat dinas; b. surat edaran. keputusan yang
c. surat keterangan; ditanda tangani
d. surat perintah; C t/panewu atas
e. surat izin; amat/p .
f. surat perjanjian; nama bupati hanya
g. surat tugas; untuk keputusan RT
h. surat perjalanan dan RW
dinas;
i. surat kuasa;
j- surat undangan;
k. surat pernyataan
melaksanakan
tugas;
l. surat panggilan;
m.nota dinas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
DINAS/BADAN
KEPALA UNIT | a. Keputusan; a. surat dinas;
PELAKSANA b. surat dinas; b. surat keterangan;
TEKNIS c. surat perintah,; c. surat perintah;
DAERAH d. surat tugas; d. nota dinas:
e. surat perjalanan dinas; ' ) ’
f. surat kuasa; e. berita acara;
g. surat undangan; f. daftar hadir;
h. surat pernyataan g. instruksi; dan
melaksanakan tugas; h. surat edaran
i. surat panggilan;
j. nota dinas;
k. lembar disposisi;
1. telaahan staf;
m. pengumuman;
n. laporan;
o. rekomendasi;
p. berita acara;
q. memo;
r. daftar hadir.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
BAGIAN/BIDANG
KEPALA a. nota dinas; a. surat perintah;
SUBBAGIAN/KEPALA b. telaahan staf; b. nota dinas;
SUBBIDANG/KEPALA c. laporan c. daftar hadir
SEKSI
JABATAN DALAM JABATAN
PELAKSANA a. nota dinas;

c. laporan

b. telaahan staf;
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H.Pelimpahan Kewenangan

1.

Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang

menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di

bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk
Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya
administrasi;

b. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan
tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

c. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas

berada pada pejabat yang diatasnamakan.
Contoh :

a.n Bupati Bantul

Sekretaris Daerah
(tanda tangan)

Budi Hartono

a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

(tanda tangan)

Sugih Raharjo, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196807111998031007
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2. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa

memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk

beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan

kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk

beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

a. Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat
struktural di bawahnya;

b. Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung
jawabnya;

c. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat
pengganti;

d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

a.n Bupati Bantul
Sekretaris Daerah
u.b
Asisten Administrasi Umum

(tanda tangan)

Sugih Raharjo, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196807111998031004
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3. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
a. Plt. Bupati

Contoh penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan Naskah

Dinas

Plt. Bupati Bantul,

(tanda tangan)

Budi Hartono

b. Plt. Jabatan Struktural
Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan
Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab

atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah

Dinas.

Plt. Sekretaris Daerah.
(tanda tangan)

Sugih Raharjo

Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

(tanda tangan)

Susilo, S.I.P, M.I.P
Pembina, IV/a
NIP 198201032000032002
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4. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)
a. Plh. Bupati
Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah

Dinas.

Plh. Bupati Bantul,
(tanda tangan)

Budi Hartono

b. Plh. Struktural
Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan
Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat
definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat
strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada

aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah

Dinas.

Plh. Sekretaris Daerah,
(tanda tangan)

Sugih Raharjo
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Plh. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

(tanda tangan)

Susilo, S.I.P, M.I.P
Pembina, IV/a
NIP 198201032000032002

5. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Bupati Bantul,
(tanda tangan)

Budi Hartono

Contoh  penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam

penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,
(tanda tangan)

Sugih Raharjo
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6. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)

Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan Naskah Dinas

Pjs. Bupati Bantul,
(tanda tangan)

Budi Hartono

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH
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